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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam 
pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, serta faktor 
penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori United Nation Development Programme (UNDP) 
yaitu prinsip akuntabilitas, aturan hukum, transparansi dan keterbukaan. Metode penelitian yang 
digunakan ialah kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan prinsip Good Governance di Kantor 
Kelurahan Teladan Timur cukup baik dalam aspek akuntabilitas, aturan hukum, transparansi, dan 
keterbukaan, meskipun masih ada kendala seperti keterlambatan pelayanan dan kurangnya 
penyampaian informasi. Hambatan lain termasuk kurangnya sarana prasarana, keterbatasan sumber 
daya manusia, birokrasi yang lambat, dan minimnya anggaran. Perbaikan menyeluruh dalam 
infrastruktur, pelatihan pegawai, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan anggaran diperlukan 
untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip ini efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
Kata kunci: Penerapan Prinsip; Good Governance; Pelayanan Publik 

 
Abstract  

This research aims to determine the application of good governance principles in public services at the 
Teladan Timur Subdistrict Office, Medan Kota District, as well as the inhibiting factors. This research uses 
the United Nation Development Program (UNDP) theory, namely the principles of accountability, rule of 
law, transparency and openness. The research method used is qualitative and data collection techniques 
are carried out through observation, interviews and documentation. The research results show that the 
implementation of Good Governance principles at the Teladan Timur Subdistrict Office is quite good in the 
aspects of accountability, rule of law, transparency and openness, although there are still obstacles such 
as delays in service and lack of information delivery. Other obstacles include lack of infrastructure, limited 
human resources, slow bureaucracy, and minimal budget. Comprehensive improvements in infrastructure, 
employee training, bureaucratic simplification, and budget increases are needed to ensure effective 
implementation of these principles and improve the quality of public services. 
Keywords: Application of Principles; Good Governance; Public Service 
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PENDAHULUAN  

Istilah Good Governance mulai populer di Indonesia sekitar tahun 1990-an, menandai 

perubahan paradigmatis dalam cara pemerintah mengelola dan memberikan pelayanan 

publik(Simamora & Zul, 2012; Triyanto et al., 2021; Widuri Wulandari et al., 2023). Pada masa 

Orde Baru dan Orde Lama, paradigma pelayanan publik berfokus pada legalitas dan kepatuhan 

terhadap peraturan yang dikenal sebagai paradigma rule government. Namun, seiring dengan 

transisi menuju era reformasi, paradigma ini beralih ke Good Governance, yang lebih 

menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat (Hartono et al., 2020; Kaban et al., 2017; Pratiwi et al., 2022). 

Pergeseran ini mencerminkan perubahan dalam harapan masyarakat terhadap pemerintah dan 

bagaimana pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menjalankan 

fungsi dan tanggung jawabnya (Endang, 2018; Wibowo et al., 2023). 

Good Governance secara konseptual mencakup dua pemahaman utama. Pertama, istilah 

“baik” dalam konteks Good Governance mengacu pada nilai-nilai yang menghargai kehendak 

rakyat dan berupaya meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan nasional seperti 

kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial (Lubis, 2020; Wibowo et al., 

2023). Kedua, Good Governance juga mencakup aspek fungsional pemerintah yang harus bekerja 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini mencakup berbagai elemen 

seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi (Ramadhan et al., 2023; Rusliandy, 

2022; Wiyono et al., 2023). 

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance, diperlukan perubahan mendalam 

pada semua unsur kelembagaan yang terlibat. Ini termasuk pemerintah sebagai representasi 

negara, pelaku pasar, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Semua elemen ini harus diberdayakan 

dan diperhatikan secara bersamaan agar dapat berfungsi secara efektif dan saling melengkapi 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Daud & Marini, 2018; Kesuma, 2014; Lalaun & 

Siahaya, 2015). Mengingat kompleksitas dan kendala dalam pengembangan Good Governance, 

langkah strategis perlu diambil untuk memulai reformasi. Implementasi prinsip-prinsip Good 

Governance akan lebih mudah jika dimulai dari sektor pelayanan publik, yang merupakan 

jembatan utama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, UU No. 32 Tahun 2004 

tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan dasar hukum untuk penerapan 

prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia (Effendy, 2014; Halawa et al., 2019; Rahman, 

2022). 

Pelayanan publik merupakan tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata, di 

mana masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan yang 

diterima (Atikah Dwi Ramadhani, 2022; Sari et al., 2019). Kualitas layanan publik yang baik 

sangat penting karena dampaknya langsung dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat. 

Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan 

akuntabel akan meningkatkan citra positif pemerintah di mata masyarakat. Dalam konteks ini, 

pelayanan publik berfungsi sebagai pintu masuk untuk mewujudkan Good Governance (Adam et 

al., 2021; Maharani et al., 2022; Yusriadi, 2018). 

Namun, fenomena pelayanan publik di birokrasi pemerintahan sering kali menghadapi 

berbagai permasalahan. Masalah yang umum terjadi termasuk kurangnya responsivitas, 

keterbatasan informasi, aksesibilitas yang rendah, koordinasi yang buruk, birokrasi yang 

berlebihan, serta kurangnya perhatian terhadap keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat. 

Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam penerapan prinsip-

prinsip Good Governance untuk memastikan pelayanan publik yang optimal (Luahambowo et al., 

2022; Nababan et al., 2022; Sidabutar et al., 2023; Windy et al., 2023). 

Kantor Kelurahan Teladan Timur, sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah, 

merupakan contoh dari implementasi prinsip-prinsip Good Governance di tingkat kelurahan. 
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Kelurahan Teladan Timur memiliki tugas penting dalam memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat secara langsung. Namun, observasi awal menunjukkan bahwa pelayanan publik di 

kantor kelurahan ini belum sepenuhnya efektif. Ketidakpuasan masyarakat sering kali terjadi 

karena ketidakpastian waktu penyelesaian pelayanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan 

adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Governance 

dalam pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota. Tujuan 

utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip Good 

Governance diterapkan dalam pelayanan publik di kantor kelurahan tersebut dan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Dengan 

melakukan analisis mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di kantor kelurahan tersebut. Penelitian ini akan memberikan kontribusi 

penting terhadap pemahaman tentang penerapan Good Governance di tingkat kelurahan dan 

memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem administrasi publik. 

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di tingkat kelurahan merupakan langkah awal 

yang krusial dalam upaya reformasi pelayanan publik. Dengan memastikan bahwa prinsip-

prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi diterapkan secara konsisten, 

diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih baik, responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Penelitian 

ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi praktik saat ini tetapi juga untuk mengidentifikasi 

hambatan yang mungkin ada dan mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan strategi untuk 

perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Teladan Timur, serta 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan Good Governance di Indonesia secara lebih 

luas. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme untuk meneliti kondisi alami objek dengan peneliti sebagai instrumen 

utama. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik triangulasi, yaitu kombinasi antara 

studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan melibatkan penelaahan buku, undang-

undang, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sementara itu, 

studi lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung dan 

sistematis. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai 

permasalahan dari responden, seperti dijelaskan oleh Sugiyono. Selain itu, dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data dari buku, arsip, dokumen, dan laporan, sebagaimana 

diungkapkan oleh Sugiyono. 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori. Informan kunci adalah Kepala 

Kelurahan Teladan Timur, sedangkan informan utama meliputi Sekretaris Kelurahan dan 

pegawai bidang pemerintah. Informan tambahan adalah masyarakat Kelurahan Teladan Timur, 

yang memberikan perspektif dari pihak yang langsung terlibat dengan pelayanan publik. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan tiga alur kegiatan utama. Pertama, 

reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data dari catatan lapangan untuk 

memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan, seperti dijelaskan oleh Miles & Huberman. 

Kedua, penyajian data, yang berarti menyusun informasi secara terstruktur untuk memfasilitasi 

penarikan kesimpulan dan tindakan. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

menyusun kesimpulan dari data yang telah diverifikasi selama proses penelitian, juga menurut 

Miles & Huberman. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor 

Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota 

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pemerintahan yang menuntut aparat 

pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Prinsip ini 

membantu dalam mengukur seberapa efektif suatu organisasi publik dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kantor Kelurahan Teladan Timur, akuntabilitas terlihat 

dari ketelitian dan profesionalisme petugas, kejelasan aturan, serta kedisiplinan dalam 

menjalankan tugas. Petugas di kelurahan ini telah menunjukkan komitmen terhadap Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Koordinasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan juga berjalan dengan baik melalui rapat rutin dan briefing. 

Laporan hasil kinerja disusun dengan disiplin, dan komunikasi dua arah antara pimpinan dan 

pegawai telah diterapkan secara efektif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Kelurahan 

Teladan Timur sudah cukup baik. Akuntabilitas yang baik diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan publik yang diberikan. Dengan memastikan bahwa setiap tindakan dan 

keputusan dapat dipertanggungjawabkan, kelurahan ini dapat memastikan bahwa pelayanan 

kepada masyarakat berjalan sesuai dengan ketetapan yang ada. Hal ini penting karena 

akuntabilitas yang baik berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja organisasi publik dan 

meminimalisir kegagalan dalam pelayanan publik. 

 

2. Penerapan Prinsip Aturan Hukum 

Prinsip aturan hukum mengacu pada kepastian hukum dan keadilan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan publik harus dijalankan sesuai dengan hukum 

yang berlaku dan memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan masyarakat. 

Kepastian hukum dan penegakan hukum merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan 

pemerintahan. Di Kantor Kelurahan Teladan Timur, penerapan prinsip ini telah dilakukan 

dengan baik. Pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), 

dan tarif pelayanan disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Petugas di kelurahan ini berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan tidak diskriminatif. 

Penerapan prinsip aturan hukum yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil. 

Dengan penerapan prinsip ini, Kantor Kelurahan Teladan Timur dapat memastikan bahwa setiap 

kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga 

menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pelayanan publik. 

 

3. Penerapan Prinsip Transparansi 

Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan 

informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi tentang kebijakan 

dan proses pelayanan harus tersedia secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dan 

mengakses layanan dengan mudah. Di Kantor Kelurahan Teladan Timur, penerapan prinsip 

transparansi belum sepenuhnya optimal. Meskipun media papan informasi dan media sosial 

digunakan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, masih terdapat keluhan terkait 

ketepatan waktu penyelesaian pelayanan. Beberapa masyarakat merasa tidak mendapatkan 

kejelasan mengenai waktu penyelesaian administrasi, yang menyebabkan ketidakpastian dan 

ketidakpuasan. 

Keterbukaan informasi sangat penting dalam memastikan bahwa masyarakat dapat 

memperoleh layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. Jika prinsip transparansi diterapkan 
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secara konsisten, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi terkait 

pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 

terhadap pemerintah. Perbaikan dalam penyampaian informasi dan penjelasan mengenai waktu 

penyelesaian pelayanan perlu dilakukan untuk mencapai transparansi yang lebih baik di Kantor 

Kelurahan Teladan Timur. 

 

4. Penerapan Prinsip Keterbukaan 

Prinsip keterbukaan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses 

pemerintahan. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, dan 

masukan terhadap pelayanan publik. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk 

berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi standar pelayanan yang disediakan. Di 

Kantor Kelurahan Teladan Timur, prinsip keterbukaan telah diterapkan dengan baik. Kelurahan 

ini menyediakan kotak saran dan media sosial sebagai sarana bagi masyarakat untuk 

mengajukan tanggapan dan kritik. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat dapat 

menyampaikan masukan yang berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi. Dengan menerima masukan dari masyarakat, Kantor Kelurahan 

Teladan Timur dapat menyesuaikan dan memperbaiki pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Hal ini juga membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara 

pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. 

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Kelurahan 

Teladan Timur telah dilakukan dengan cukup baik dalam aspek akuntabilitas, aturan hukum, 

transparansi, dan keterbukaan. Meskipun ada beberapa area yang masih perlu diperbaiki, seperti 

ketepatan waktu penyelesaian pelayanan dan penyampaian informasi, upaya yang telah 

dilakukan menunjukkan kemajuan menuju pemerintahan yang lebih baik. Penerapan prinsip-

prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki hubungan 

antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan 

memenuhi standar yang ditetapkan. Perbaikan terus-menerus dalam penerapan prinsip-prinsip 

Good Governance akan berkontribusi pada pencapaian pelayanan publik yang lebih efektif dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

Faktor yang menghambat penerpan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan 

publik pada Kantor Kelurahan Teladan Timur 

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik merupakan upaya 

strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Good Governance, yang 

mencakup akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan keterbukaan, adalah landasan bagi 

terciptanya pelayanan publik yang efisien, responsif, dan adil. Namun, meskipun manfaat dari 

Good Governance sangat signifikan, implementasinya di lapangan sering kali dihadapkan pada 

berbagai hambatan yang menghambat optimalisasi pelayanan. Hal ini juga dialami oleh Kantor 

Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, di mana upaya untuk menerapkan prinsip-

prinsip Good Governance masih terganjal oleh beberapa kendala. 

 

1. Hambatan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan elemen vital dalam mendukung pelaksanaan pelayanan 

publik yang efektif. Di Kantor Kelurahan Teladan Timur, sarana dan prasarana yang ada belum 

memadai untuk mendukung penerapan Good Governance secara optimal. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara, ditemukan bahwa fasilitas fisik di kantor ini belum memenuhi standar 

kenyamanan yang dibutuhkan. Salah satu contoh adalah kurangnya alat pendingin ruangan di 

ruang kerja para pegawai. Kondisi ini membuat para pegawai merasa tidak nyaman, terutama 
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saat cuaca panas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. 

Selain itu, dari segi prasarana, kantor kelurahan ini juga belum memiliki loket pelayanan 

yang memadai. Loket pelayanan adalah elemen penting dalam menciptakan interaksi yang tertib 

antara petugas dan masyarakat. Ketiadaan loket pelayanan yang memadai dapat menyebabkan 

antrian yang tidak teratur, memperpanjang waktu tunggu, dan menimbulkan ketidakpuasan di 

kalangan masyarakat. Kurangnya ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat juga menjadi 

masalah yang signifikan. Masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan sering kali harus 

menunggu dalam kondisi yang tidak nyaman, yang dapat mempengaruhi persepsi mereka 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 

 

2. Dampak Terhadap Pelaksanaan Good Governance 

Hambatan sarana dan prasarana ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan pegawai dan 

masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance. 

Prinsip akuntabilitas, misalnya, mengharuskan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ketika sarana dan prasarana tidak 

mendukung, proses pelayanan yang seharusnya transparan dan akuntabel menjadi terganggu. 

Pegawai mungkin tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, dan masyarakat mungkin 

merasa bahwa layanan yang mereka terima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. 

Demikian pula, prinsip transparansi juga terganggu oleh kurangnya fasilitas yang memadai. 

Transparansi memerlukan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Namun, jika kantor kelurahan tidak memiliki sarana yang memadai, seperti papan informasi atau 

teknologi yang diperlukan untuk menyampaikan informasi secara efektif, maka prinsip 

transparansi tidak dapat diterapkan dengan baik. Masyarakat mungkin kesulitan mendapatkan 

informasi yang mereka butuhkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan 

terhadap pemerintah. 

 

3. Hambatan Sumber Daya Manusia 

Selain masalah sarana dan prasarana, kendala dalam penerapan Good Governance juga 

dapat berasal dari sumber daya manusia (SDM) yang ada di kantor kelurahan. SDM yang tidak 

cukup terlatih atau kurang memahami prinsip-prinsip Good Governance dapat menjadi 

penghambat utama dalam implementasinya. Di Kantor Kelurahan Teladan Timur, salah satu 

hambatan yang diidentifikasi adalah kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi pegawai terkait 

penerapan Good Governance. Ketika pegawai tidak memahami atau tidak memiliki keterampilan 

yang memadai untuk menerapkan prinsip-prinsip ini, upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik menjadi terhambat. 

SDM yang kurang terampil juga dapat mempengaruhi penerapan prinsip aturan hukum. 

Penerapan hukum yang konsisten dan adil memerlukan pemahaman yang mendalam dari aparat 

pemerintah mengenai regulasi dan peraturan yang berlaku. Jika pegawai di kantor kelurahan 

tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum dan regulasi, mereka mungkin akan 

kesulitan dalam memberikan pelayanan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

4. Hambatan Birokrasi dan Koordinasi 

Birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya koordinasi antar unit atau departemen juga 

merupakan faktor yang menghambat penerapan Good Governance. Proses birokrasi yang lambat 

dan tidak efisien dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Di Kantor 

Kelurahan Teladan Timur, masalah ini tampak dalam proses pelayanan yang sering kali 

memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya, akibat dari kurangnya koordinasi antar 

pegawai atau antar unit kerja. 
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Kurangnya koordinasi juga dapat mempengaruhi prinsip keterbukaan. Keterbukaan 

memerlukan kolaborasi yang baik antar berbagai pihak dalam pemerintahan untuk memastikan 

bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan. Namun, jika komunikasi dan 

koordinasi antar unit kerja tidak berjalan dengan baik, informasi yang disampaikan kepada 

masyarakat mungkin tidak lengkap atau tidak tepat waktu, yang dapat menghambat penerapan 

prinsip keterbukaan. 

 

5. Hambatan Anggaran dan Pendanaan 

Aspek finansial juga merupakan faktor krusial yang mempengaruhi penerapan Good 

Governance. Tanpa anggaran yang memadai, sulit bagi kantor kelurahan untuk menyediakan 

sarana dan prasarana yang diperlukan, memberikan pelatihan yang memadai bagi pegawai, atau 

melakukan perbaikan dalam proses birokrasi. Di Kantor Kelurahan Teladan Timur, keterbatasan 

anggaran sering kali menjadi penghambat utama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan 

publik. Anggaran yang terbatas membatasi kemampuan kantor kelurahan untuk berinovasi dan 

memperbaiki infrastruktur serta fasilitas yang ada. 

Keterbatasan dana juga dapat mempengaruhi kemampuan kantor kelurahan dalam 

menerapkan prinsip transparansi. Misalnya, tanpa anggaran yang cukup, sulit bagi kantor untuk 

mengembangkan sistem informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa dukungan finansial yang memadai adalah salah satu prasyarat penting 

untuk penerapan Good Governance yang efektif. 

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Kelurahan Teladan Timur masih 

menghadapi berbagai hambatan yang harus diatasi untuk mencapai pelayanan publik yang 

optimal. Hambatan ini meliputi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai, 

keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi yang tidak efisien, kurangnya koordinasi, serta 

keterbatasan anggaran dan pendanaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan 

upaya perbaikan yang komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur, pelatihan bagi 

pegawai, perbaikan sistem birokrasi, dan alokasi anggaran yang lebih memadai. Dengan 

mengatasi hambatan-hambatan ini, Kantor Kelurahan Teladan Timur dapat lebih efektif dalam 

menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan meningkatkan kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat. 

 

SIMPULAN  

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Kelurahan 

Teladan Timur menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal akuntabilitas, aturan hukum, 

transparansi, dan keterbukaan. Meskipun masih ada beberapa kendala seperti ketepatan waktu 

penyelesaian pelayanan dan penyampaian informasi yang perlu ditingkatkan, kelurahan ini telah 

menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Upaya yang 

dilakukan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Kelurahan Teladan Timur 

menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut mencakup kekurangan 

dalam sarana dan prasarana, seperti kurangnya alat pendingin ruangan dan ketiadaan loket 

pelayanan yang memadai, yang berdampak langsung pada kenyamanan dan efektivitas 

pelayanan publik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, yang meliputi kurangnya 

pelatihan dan pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip Good Governance, semakin 

memperparah situasi. Hambatan birokrasi dan kurangnya koordinasi antar unit kerja juga 

mengakibatkan proses pelayanan yang lambat dan kurang efisien. Terakhir, keterbatasan 

anggaran dan pendanaan menjadi penghalang utama bagi upaya perbaikan infrastruktur dan 
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pelaksanaan prinsip transparansi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor 

Kelurahan Teladan Timur, diperlukan upaya perbaikan menyeluruh yang mencakup peningkatan 

infrastruktur, pelatihan pegawai, penyederhanaan birokrasi, dan alokasi anggaran yang lebih 

memadai. Hanya dengan demikian, prinsip-prinsip Good Governance dapat diterapkan secara 

efektif, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan publik yang lebih baik. 
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